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Penelitian ini dilatarbelakangi dengan diundangkannya Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang didalamnya
menjelaskan mengenai kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi publik
yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Sulitnya akses informasi yang
dibutuhkan oleh masyarakat, berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi
masyarakat dan masyarakat menjadi kurang peduli terhadap persoalan yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Bagaimana masyarakat ikut
berpartisipasi dalam pembangunan desa jika masyarakat sulit dalam mengakses
informasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana
Penyelenggaraan Informasi desa di Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten
Tulungagung? 2) Bagaimana Penyelenggaraan Informasi desa di Desa Bolorejo
Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung menurut Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik? 3) Bagaimana Tinjauan Fiqih
Siyasah Terhadap Penyelenggaraan Informasi desa di Desa Bolorejo Kecamatan
Kauman Kabupaten Tulungagung? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini
adalah: 1) Untuk mendeskripsikan penyelenggaraan informasi desa di Desa
Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung 2) Untuk mengetahui
pandangan hukum positif terhadap penyelenggaraan informasi desa di Desa
Bolorejo Kecamatan Kauman Tulungagung 3) Untuk menganalisis pandangan figh
siyasah terhadap penyelenggaraan informasi desa di Desa Bolorejo Kecamatan
Kauman Kabupaten Tulungagung.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian studi
kasus (case study). Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer dan
sekunder, sementara Teknik pengumpulan data mengunakan observasi, wawancara
dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data mengunakan penyajian data serta
penarikan Kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini sebagai berikut 1). Penyelenggaraan informasi
desa di Desa Bolorejo belum optimal. Karena Informasi yang disampaikan masih
terbatas pada media cetak, serta belum mencakup seluruh aspek penting 2)
Penyelenggaraan informasi desa di Desa Bolorejo belum sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Hal tersebut
dikarenakan pemerintah desa belum memanfaatkan media digital secara maksimal,
yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat. 3) Ditinjau dari perspektif
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Figih Siyasah Keterbukaan informasi publik di Desa Bolorejo belum belum
mencerminkan prinsip kemaslahatan umat sebagaimana ditegaskan dalam Al-
Qur’an Surat An-Nisa ayat 58 tentang kewajiban menyelenggarakan pemerintahan
yang transparan dan profesional.
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This research is motivated by the enactment of Law Number 14 of 2008
concerning Public Information Disclosure which explains the government's
obligation to provide public information that is easily accessible to the entire
community. The difficulty of accessing information needed by the community
results in low levels of community participation and the community becomes less
concerned about issues related to the implementation of village government. How
can the community participate in village development if the community has
difficulty accessing information.

The formulation of the problem in this study are: 1) How is the
Implementation of Village Information in Bolorejo Village, Kauman District,
Tulungagung Regency? 2) How is the Implementation of Village Information in
Bolorejo Village, Kauman District, Tulungagung Regency according to Law
Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure? 3) How is the Figh
Siyasah Review of the Implementation of Village Information in Bolorejo Village,
Kauman District, Tulungagung Regency? The objectives of this study are: 1) To
describe the implementation of village information in Bolorejo Village, Kauman
District, Tulungagung Regency 2) To find out the positive legal view on the
implementation of village information in Bolorejo Village, Kauman District,
Tulungagung 3) To analyze the figh siyasah view on the implementation of village
information in Bolorejo Village, Kauman District, Tulungagung Regency.

This research usesqualitative methods and case study research types. The

data sources of this study are primary and secondary data sources, while data
collection techniques use observation, interviews and documentation. Then the data
analysis technique uses data presentation and drawing conclusions.
The results of this study are as follows: 1). The implementation of village
information in Bolorejo Village is not optimal. Because the information provided is
still limited to print media, and does not cover all important aspects. 2) The
implementation of village information in Bolorejo Village is not in accordance with
Law Number 14 of 2008 concerning the openness of public information. This is
because the village government has not utilized digital media optimally, which has
an impact on low community participation. 3) Reviewed from the perspective of
Figh Siyasah, the openness of public information in Bolorejo Village does not yet
reflect the principle of the welfare of the people as emphasized in the Al-Qur'an,
Surah An-Nisa verse 58 concerning the obligation to organize a transparent and
professional government.
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